BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Incest merupakan kejahatan seksual antar individu yang memiliki ikatan
pertalian sedarah yang dapat menyebabkan korban mengalami trauma secara psikis
dan fisik serta membahayakan anak yang lahir apabila ada kehamilan yang terjadi.
Oleh karena itu, perbuatan incest dilarang oleh norma kesusilaan, norma agama,
hukum adat, dan hukum pidana di beberapa negara seperti Malaysia, Brunei,
Singapura, dan China (Hong Kong) karena sangat merugikan masyarakat.

Untuk mencegah perbuatan incest, maka negara perlu membatasi hal tersebut
dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus melarang
incest. Hingga saat ini, hukum positif yang berlaku di Indonesia belum cukup untuk
mengatur secara spesifik dan tegas mengenai subjek incest, unsur-unsur perbuatan
incest serta sanksi pidana terhadap perbuatan incest. Dengan demikian, perbuatan
incest perlu dikriminalisasi dengan memasukan Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana terkait perbuatan incest yang dikategorikan sebagai incest secara
umum, incest dalam bentuk perbuatan cabul, incest dalam bentuk perkosaan, dan
incest dalam bentuk perkosaan disertai perbuatan cabul dengan beberapa
penambahan rumusan seperti memperluas subjek hukum bagi incest yang
memenuhi kualifikasi perbuatan cabul, perkosaan, dan perkosaan disertai perbuatan
cabul, mengatur larangan incest yang menyebabkan kehamilan dengan sanksi
hukuman pidana penjara yang lebih berat, menambahkan sanksi pidana tambahan
ganti kerugian, pencabutan hak asuh dan pembinaan khusus, lalu peningkatan
sanksi pidana penjara untuk incest dalam bentuk perkosaan sebab jangka waktu
sanksi hukuman penjara yang diberikan tergolong sama dengan perkosaan biasa.
Dengan begitu kebijakan formulasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Tahun 2019 dalam perumusan perbuatan incest dapat dituangkan ke dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk mendukung proses penegakan tindak pidana incest, keterbatasan terkait
jenis-jenis alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu

diperluas dengan ditambahkan alat bukti sah lainnya seperti yang ada di dalam
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
yakni surat keterangan psikolog atau psikiater, rekam medis atau hasil pemeriksaan
forensik, rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan, bukti elektronik, dan
dokumen dengan begitu pembuktian dalam tindak pidana incest mendapatkan
kelonggaran karena adanya pilihan alat bukti lainnya sehingga diharapkan
hambatan-hambatan korban dalam menyertakan minimum 2 (dua) alat bukti sudah
tidak menjadi permasalahan karena adanya peluang untuk menambahkan alat bukti
selain dari 5 (lima) jenis alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

5.2 Saran

Perlunya urgensi kriminalisasi incest dalam perspektif pembaharuan hukum
pidana dilakukan karena pengaturan mengenai incest secara khusus belum ada,
menurut Penulis belum ada peraturan yang jelas untuk menetapkan unsur-unsur
incest dalam hukum pidana. Maka untuk itu, Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Tahun 2019 terkait tindak pidana incest perlu disahkan dengan
beberapa penambahan rumusan seperti memperluas subjek hukum bagi incest yang
memenuhi kualifikasi perbuatan cabul, perkosaan, dan perkosaan disertai perbuatan
cabul, mengatur larangan incest yang menyebabkan kehamilan dengan sanksi
hukuman pidana penjara yang lebih berat, menambahkan sanksi pidana tambahan
ganti kerugian, pencabutan hak asuh dan pembinaan khusus, lalu peningkatan
sanksi pidana penjara untuk incest dalam bentuk perkosaan.

Alat-alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana harus diperluas dengan
menambahkan alat bukti sah lainnya seperti yang ada di dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berupa surat
keterangan psikolog atau psikiater, rekam medis atau hasil pemeriksaan forensik,
rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan, bukti elektronik, dan dokumen
sehingga memudahkan korban tindak pidana incest dalam menyertakan minimum

dua alat bukti.
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Mengingat hukum pidana sebagai upaya akhir yang dapat dilakukan untuk

menangani tindak pidana incest maka perlu adanya upaya-upaya lain yang dapat

mencegah terjadinya perbuatan incest dengan melibatkan beberapa pihak, yaitu :

Apabila incest terjadi terhadap anak, lembaga perlindungan masyarakat
seperti KPAI dapat memberikan rujukan untuk penanganan psikologis
anak korban incest.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya incest, KPAI memberikan
edukasi dan pemahaman bagi orangtua mengenai bahaya perbuatan
incest.

Untuk menangani kasus tindak pidana incest secara khusus, perlu
ditingkatkan kerjasama antara lembaga swadaya masyarakat dan
lembaga bantuan hukum untuk memberikan konsultasi hukum tanpa
dipungut biaya.

Apabila ada pihak yang takut untuk mengadu adanya perbuatan incest
yang terjadi, menurut Penulis upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga
penegak hukum seperti Polisi atau lembaga perlindungan masyarakat
seperti Komnas Perempuan, Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A), atau KPAI dengan menyediakan
layanan pengaduan selama 24 jam sehingga masyarakat dapat mengadu
tanpa batasan waktu dan tempat melalui aplikasi di media sosial yang
dapat diunduh secara gratis di telepon genggam sehingga diharapkan
layanan pengaduan secara online dapat menjadi alternatif lain dari
pengaduan secara langsung.

Untuk memulihkan tekanan psikis dan fisik yang diterima oleh korban
incest, menurut Penulis pemerintah juga harus menyediakan layanan
medis selama 24 jam berupa konsultasi psikolog atau psikiater serta
resep dan obat dari dokter tanpa dikenakan biaya melalui aplikasi di
media sosial seperti halodoc, sehingga masyarakat dapat memperoleh

informasi dan pelayanan medis jarak jauh.
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